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DENGAN RARMAT TUMHA | YANG MATIA LSA

BUPATE SAMOSIR,

bahwa vniuk nelaksanakan ketentuan Pasal 156 oy (4 Undang-Undang
Nomar /8 Tahun 2009 tentang 'ajak Dagrat dan Retibus Daeah perlo
memperluk Peratutan Daierah fenfang Reinbus: Peqazinna Fertentu

‘v

Pasal 18 ayat 16) Undang Undang Dasar N-gara Hepotink indonesia Tahur.
1845

Undang-Uagang Nomer 8 Tahun 1881 tentan g Hivam Acara Pidans
{Lembaran Negara Repablis, Indonesiz Tanun 1991 Norar 76, Tambah.n
Lemparan Negara Republik Indonesig 3209)

lindang-Undang Nomor 28 Tahur 2002 entang  Hangunan Geduivg
iembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2002 Nomor 134, Tambatian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomos 4247)

Undang-Urdang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupalen
Samosn dan Kabupaten Serdang Becagar di Provins Sumatera Utaa
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambah.n
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346},

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (entang Pemernintahan Daerash
(Lembaran Negara Repubkk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaban
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4437) sebaga:manag telan
awbah bebecapa kali terakbir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 1entang Perubahan Kedua alas Undang-Undang Namor 32 Tahun
2004 ientang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indones:a
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Permbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438)

Undang-Undang Nomor 26 Tahua 2007 lentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesta Talun 2007 Nomor 68. Tambahan
Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecl dan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomar 93,
Tarmbahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4866),
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Undang-Undang Nomor 38 Ta"wun 2004 fentang Jalan {Lembaran Negara
Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambaban Lembaran
tegara Republik Indonesia Nomor 444

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 lentann  Administr.ici
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomer 123, Tambahan Lembaran Negara Reputlik indonesia Nomor
4674),

Undang-Undang Namor 24 Tahun 2007 tentang Penangulanga Bericana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tunun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Rep iblik Indonezia Nomor 4723},

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolsan Sampanh
{Lemaran Negara Republik Indonesiy Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Repudlik Indonesia Nomor 4851),

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lafu Lintas Jan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republk indenesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025),
Undang-Undang Nomar 28 Tahun 2009 Tentang Pnjak Daerah dan
Retnbusi Daerati {Lembaran Negara Resublk ladonesia Tahun 2003
Nomes 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049).

Undang-Undang Nomar 32 Tahun 2009 tentang Perlinungan dan
Pengelolaan Lingkung an Hidup (Lembtia-an Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 104 Tambahar, Lembaran [Negara Republk
Indonesia Nomor 5059},

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 lentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republk Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Numor 5063),

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang R ‘mah Sakil (Lembaran
Negara Republk Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).

Undang-Ungang Nomar 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan lLembaran Negara Republk Indonesa Nomor
5234;,

Peraturan Pemennlah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggara
Telekamunikas {Lembaran Ncgara Republik Indonesia [ahun 2000
Nomor 107 Tambahan Lembzran Negara Republix Indonesia Nom.or
3980),

Peraturan Pemerntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repudlik Indonesia Nomor
4578).

Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemenntahan antara Pemenntan, Pemenntahan Daerah Provinsi dan
Pemenriaban Daerah Kabopaten/Kota (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2007 Nomar R?, Tamoahan Lembaran Negaia Republik
Indonegia Nomar 4737}

Peraturan Pemenntan Nomor 69 Tuhun 2010 tentany Tata Cara
Pembernan dan Pemantaatan Insentt Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribust Daerah (Lembaran Negara Republik Inconesia Tahun 2010
Momar 419, Tambahan Lembacan Negara Republik Indonesia Nomos
5161),

Peratyran Presiden Nomo: 24 Tahun 2Q08 tentang Persyaiatan dan Yala
Cara Pendaftaran Penduouk dan Pencatatan Sipil
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Daerah Otunom  yany selanulnya disebut daecah  adalah kesatuan
magyarakal rukum yang mempunya halas-balas wilayals yung becwensng
mengalyr dan mengurus LVsSan pemennlahan dan hepentingan INasyarakat
selempat meaJrutl prakarsa sendin derdasarkan aspieas: iasyacakal dalam
sistlem Negara Kesaluan Republik Indonesia

Pemenntah Pusat, yang selanulnya disebut Pemenantat. adaiah Presiden
Republk Indonesia yang memegang kekuasaan pemenniahan negara
Repuolk Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ndang-Undang Dasar
Negara Republik Inconesia Tahun 1845

Pemenntahan Daerah adalah penyelenggaraan urysan pemenntahan olen
pemenntah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyal Dacrah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan punsip olonoms seluas-lyasaya
dalam sistem dun  onnsip Negara Kesatuan Republk  Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubi:
Ingonesia Tahun 1945

Peraerntah Daerah adalah Bupah dan Perangkal Daesah sebagali unsie
Py nyelenggara Pemenntahan Daerah

Dowan Parwakilan Rakyat Daerah, yang selanjinya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakian rakyal daerah Kabupaien Samosir sebaya:
unsur penvelenggaca Pemerntahan Daerah

Bupal adalah Bupat Samosi

Kepala Dinas adaiah Kepala Satuan Kernja Perangkat Daerah Kabupatin
Samosw mempunyas kewenangan ¢ bidang Retibusi Penzinan Tenenty
Oinas adalan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Samosn
mempunya: kewenangan di bidang Relnbusi Penzinan Tertenty

¥epala Dinas adalah Kepata Owas Perhubungan Komunikas: dan
Informalika Kabupaten Samosir

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentu
oleh DFRD Kabupaien Samosy dengan perselujuan bdersama kep:ila
daerah

Peraturan Bupat aoalah Peraturan Bupan Samosir

Retribust Daerah, yang selanjutnya disebul Retribusi adalah Pungulan
Dagrah sebaga pembayaran alas jasa alav pemberan in tertentu yang
khusus disediakan dan/atav diberikan oleh pemernntah dagrah uniuk
kepentingan orang pribad alau badan

Penzinan Tertentu adzlah cegialan lerentu pemenntah daeralh dalam
rangka pembernan 1zin kepada orang pribadi alav badan yang dimaksudkan
unluk  pembinaan  pengaturan pengendalan dan pengawasan alan
kegiatan, pemanfaatan ruang, Serla penggunaan sumber daya alam
barang prasarana, sarang  3ltau fasilitas tertentu guns  melindund
kepenuncan umum dan menjaga kel 2starian fingkungan

Retnbusi Perizinan Terentu adalah pelayanan penzinan terentu oleh
Pemenntah Daerah kepada orang nribads dlau badan yang dimaksude an
untuk penygaturan dan pengawasan afas kegatan pemanfaatan ruang
2enggunaan sumber daya alam hartang prasarana saana alau 1asiitay

i




lerfentu guna melngunog kepeningan wrowim gan mensga kelestanan
hngkungan
Retrbust  lzin Mendimkan  Bangonan  adalan pemberan 2 untuk
mendirkan/marubah sualu tangunan
Retrbus lzin Tempal Penualan Minuman Beralkanot analah pembenan wzin
uniuk medakukan pemualan minaman beraikohol di suatu tempat tenenty
Reinbus izin Gangguan adalah pembayaran alas pembenan izin qangguan
kepada orang pobade alan badan ddokas terlentu yang melipul keguatan
pengendalan dan pengawasan supaya usaha lersebul tdak menmbotkan
bahaya  keruegpar dan gangguan. Lkduk lermasuk lempat usaha yarg
Iekasinya [elah ditumuk oleh pemenatab pusal atau pemenntiah daerah
Retrbust lzin Usaha Penkanar, adalab pemnbayaran atas pembernian lzm
Usaha Pernkanan yang dibernkan kepaoa orang prvadi atuu badan untuk
meolakukan kegiatan usaha penangkapan danfalau budiday pernkanan
lokas lentenlu
1zin Usaha Penkanan adaloh lzin yang dibenvon kepada crang nnbad atau
baoan untuk melakukan Yegalan usanha penangkapan danfalau budidayn
pookgnan dilokas ledentu
Bangunan Keagamaan adatah banganan yann digunakan unluk kegatan
veanamaan yang mehpub mespd gerza orn oal are dan kelenleng
Bangunan Usaha adalah banqunan yang digunsban untuk perkanlaran,
verdagangan, penndustoan perthatelan wisala wan rekieas: terminal dan
penyimpananigudang
fangunan Sosial dan Budaya adalah banguiun yang digunakan untuk
kegatan pendidikan kebudayaan pelayanan kesehatan laboralonum dan
pelavanan umum
Bangunan khusus adalah banguogn yang dgunakan unluk reaklor nukhe
instalast pertahanan dan keamanan dan bangunan saems vang diputuskan
aleh menlern
fangunan wale! avalah bagan banguaan yvang mendapal 1zin dan yang
herwenang  lerdallar penggun.aannya sebana lempal penangkaran walel
¢ang terdie dan satu lantar alan tetih yang pemanfaatannya mempunya niae
ekanami
Bangunan industre adalal bangunan sang kampongn konsiruksmya terdin
pongasi beton berulang, tang bajp alay bang brdulang dan rangka atap
oaja, lembok balu alau dinding seng! plat baja
i oRermanen lux adatah bangunan yang komponen konslruksinya terda darn
pondas belon bertulang bang haja atau bang beten bertwiang dan rangka
alap bajaMkayu serta atap genteny dan igenisnya. dindog tembok batu
chiaps kerarmik atan kaca Dotlanla keranuk/granmiizaly marmer dengan
kualias nomor saiu
Permanen adalah basgunan yani komponsn konstruksioya terdinn dan
pondass helon bertulangiheion cor wang beloe berulang, dinding halu bala
Aap seng bergelombant, serta lanta cor
Senn parmanen adalab bangunan yang komponen kanstruksinya lerdin dan
pondas beton cor dinding separuh balu separuh papan alau papan
seluruhnya. atap seng bergelorbang, serta lams cor
1 Mendinkan bannunan adalan pekergaan mengadakan bangunan seluruhnya

atau sebagian lermasuk pekenasn menggah, merumbun alau meralakan
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tanat, yang berhubungan dengan pekeridan mengadakan bangunan
memoerbakiffenovas: dan menambah bangunan

Memperbakdrenovas) adalah pekefjaan bangunan yang lelah Decdi
sengan lidak menambah luas alau merubab denah atau merubab lungs:
bangunan lama 1etap meruban malen dasar atau bentuk bangunan lami
atau menarnbah Linga! bangunan

Menambsh bangur an adalah menampah lyas dan alw kelnggian suat
bangunan yang ada

Pemehihacaan bangunan adalah pekefjaan perawalan xoridise hsik bangunan
dengan Ldok menambah lyas slau merubah denah atsu mewbah fungs
bangunan alau merubah mater dasar atau merubah bentuk atau menarbah
tnggi hangunan :
Membengkar ba wgunan adalah membongkar bangunan yang sudah ada
Keterannan Situas Bangunin (KSB) adaiah keterangan rencand 1313 letnk
bangunan di dalam suatu oersd delal 1213 1uang dan rencana leknik (uang
Sempzdan bangunan adalah banqunan fuang yang membalas: bagian peisil
tanah yaag bolenh dan tdak boleh gibangua l1erdin doan sempadan muka
vangunan, sempadan sammng  bangunan dan  sempadan  belakang
pangunan

fasement adalah ruancan yang berada di bawah permukipan ianah

Ketingaian hangunan adalah batas mak:smum tnggr sualu bangunan rlan
permukaan 1anah

Penyekal ruangan adalah dinding permisab anaia salu ruangan dengan
uangan lainny a

Minurnan beral%ohol adaiah rmnuman yacg mengandung ethanol vong
diproses dan bahan hasil penanian yang menganaundg barbohidrat denana
cara f20nemas lanpa destdasc bain dengan cara mymidenkan perlakuan
1rietin daht hu atau tidak. menambah baban lain atau Udak maupun yang
diproses dengan mencampur kon:ental dengan ethanot atau dengan
pengeceran minuman mengandung ethano!

Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar
ethano! 1% (satu persen) sampai dengan 5% (hma persan)

Minuman Seralkohol golongan B adalan nusuman beralkoho! dengan kadar
ethanol 5% {Iima persen) sam.par deajan 20 % (dua puluh persen).
I2inuman beralkohol golongan C adalah minuman betalkohol dengan kaua
ethanol 20% (dua puluh persenl samipar dengan 55% (ima puluh hine
gersen)

Tempat panualan mipuman  beralkoirol adalah lempa! yang menjual
minumzn beralkohol dalan: kemasan secara coeran o Iokolgrosir, pasas
swalayan atau tempat lamnya danfatau 2minum tangsung di lempal
Gangguan  adalal segala perbualan  dan/alau  kondisi yang  hdak
menyenangkan atau mengganggu kesehalan. keselamatan, kelentraman
danlatau kesejahlerasn terhadap kepenlngan urmum secara lerus-menerus

5 tzin Gangguan yang selanjutayn disebat 12in adalah pembenan izin tempat

usahwkegialan orang prdbadt alau badan dilckast leentu yang dapal
menitnbulkan bahaya, ketugian dan gangguan lidak lermasuk lempal
usaha/kegialan yang felah ditentukan colet Pemenntah Pusat afav
Pemerinfah Daerah

izin Gangguan Industri adalan lzin alas kegiatan ekonoms yang mengolah
bahan mantah, bahan baku barang setengah jads alau barang jadi yan:
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menjadi barang dengan nila yang lebh tngg untuk penggunaannya
lermasuk kegalan rancangan bangun aan perekayaan indusin

lzin Gangguan Non Indusin adalah [4n alas kegqiatan jual bel barang alau
jasa yang dilakukan sacara terus riengrus dengan lujpan pengabhan hak
alas barang atav jasa dongan oiseran imbalan a'an kompensas: lermasuk
pENYIMEanan baran, /pergucsangan

Pejabal Peneipil lzin adalah Kepala SKPL yang ‘ugas dan langaung
jawabnya di twdang Pelayvanan penganan atau pepabal lan yang ditetapkan
merdasarkan Peraturan Bupah

Badan adalah sekumpulan orang danfatau modal yang merupakan kesatuan
balk yang melakukan usaha rmaupur. yang hdak melakukan usaha
Perseroan Terbatas, Persproan Komanditer  Perseroan lanneya. Badan
Usaha Mk MNegara alau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun
Fuma, Kongs, Koperasi Dena Penswn, Fersekuluan. Perkumjulan
Yayazan, Organisas Massa, Oonamsas Sosal Polbk atas Organsas: yang
sgjenis Lembaga Bentuk Usaha Telap, serta beotuk usaha lannya.

Pejabat adalah Pegawar yang dibens fugas terestu dibidang Retnbus
dagrah sesud dengan Peraluran Penimdang.undar gan yang bertaku

Kas dagrah adalah kas daerah Kabupalen Damosir

Jasa adalah kegalan pemenntaa daerah berupa us aha dan pelayanan yang
menyebabkan barang fashlas  atau kemanfaatan lannya yang dapal
dimgkmal oleh orang prbad alau bodan

tasa relobuse adalah suatu jangka wakhi lerleniu yang merupakan batas
waklu bag Wapb Reinbusi unluk memanfaatkar j@asa dan penzinan leérneniu
dan pemanniah daerah yang barsanngkolan

Sural Fembernahuan Reirbuzs Dagrah yang selanjuinya dapal disingkal
SPTHRD adalah sural vang diqunakan aleh Wanh Retnbus untuk melasorkan
obpzk  retnbus dan Wapb Relnbusi sebagar dasas perhitungan  dan
pembayarar relnbus yano  lerglang mengrat Peraturan Perundang.
undangan di tadany retnbas: daerah

Sural  Keletapan Retnbuse Dacrab Kurang  Bayar Tambahan  yang
selamuinya dapa! disngkal SKRODKBT acalah sural kepulusan yang
meneriukan lambahan atas jumiah retnbus: yang telah ditetapkan

Surat Setoran Retnbus Dasrah yang sefanjuinya disingkal SSRD  adatah
hokl pembayaran atau penvetaran retabusy yang telakh duakukan gengan
menggunakan formulr ataw lelah dilakikan dennan cara lan ke kas doerah
melalul tempat pembayaran yang olunjuk oloh Bupah

Surat Katetapan Retnbuw Daerah, vang selanpitnga disingka, SKREC adalah
sural ketelapan retchus yvang manentukan Besarnyva jumlab pokok retnbus
yang lerulang

Surat Ketetapan Retnbus: Daeral Leom Baya . yany selanjuinya disingkat
SKROLE  adalah sural ketetapan refnbuse yang menegniukan jumlah
kelebihan pembayaran retnbust karcog Jumlah kredit retnbus lebth besar
danpada relnbu s yang terutang ataw seharusaya tuak teratang

Sural Tagihan Retnbusi Daeran yang selanjuinya disingkat STRO, adalan
sural ynlgk melakokan taahan re nboss dantalag sanks administiran berupa
bunga danfatau denda
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Pendapatan daerab adalali S@wrul penenmann ik i yatg BeIsumie
Aan pajak daerah retabus: dacrah dan pencrinaan T u L

Penenmaan Lan lain adatah seluruh Pradapata sy Lo o duar Pagak
Daerah dan retrnbus daean

Pembinasn  adalal  apays yvang  didakukan el paemenntah aniak
mewujudkan penyelenggaraan otononn daretat

Penyidik adalah Pejabal Kepolsian Nega'a Fepubid lrutonesig atan Peiabol
Pegawar Negert Sipil leitentu yang in2n wewenang Yhusy, oleh undany
undang untuk melakukan penyidikan

Pengawasan adalah proses kegiatan yan mhurd i wntgs menj@rmin agar
gemenntal daerah benalan secara efieen dan glenn’ Lesvar dengoan
rencana dan kelentuan peraturarn perundann.undangan '
Pemerksaan adalah serangkaan kegatan menghvopan dan mengolats
data kelelangan danialau bukb yano dlaksanakan wecard objekl! dan
profesional  berdararkan suatu  Slandar  pemecksasn uiluk  mengup
hepatuhan pemenuhan kewapban retribuss daerah Jand Mt untuk Wwuan Lo
dalam rangka melaksanakan kelentsar peraturan peiandang-undangan
retribuss daeratt

Penywdikan ndak pisan3d di bidan } retaoust adalah sesangkaan Undasan
vang dilakuka 1 olen Penyidik Pegawar Negan Sipi! yang selanmitnya disetut
penyidik v'niuk mencai serta mengumpulkan bukl yang dengan bukt iy
membual 12rang tindak pidana relnbus: yang tesad: serta untuk menemukan
lersangkanya

Penzinan Tunieniy adalah pelayanan perizinaa olenh Pemernnlab Danrah
kepada orang prbads alau badan yang drmaksudkan untuk pengaluran rtan
pengawasan atas “egatan pemanlaalan ruang, penggunaan sumbee Qaya
alam barang, prasarana sarana, atau (asiltas tertenmu guna melindung:
kepentingan umum dan men|jaga keleslanan ingkungan

Jalan ProtokolfUtsma adalah system jaringan jalan primer dengan pedanan
pelayanan distabust barang dan jasa unluk pengembangan semua wilayah
dv tngkatl nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distnbus:
yang Lerwujud pusal-pusat keglalan dan juga metupakan jalan urum yang
berfungs: melayant sngkulan umum dengan cra peralanan jarak jauh
kecepatan rala-rala sedang dan jumiah jalan masuk dibalasi

Jalan Penghuburgfsekunder adalah system [a-.ngan jalan dengan peranan
pelayanan dislnbuse barang dan jasa untuk masyarakal o dalam kawasan
perkotaan dan juga merupakan gatan umoum yang berfungs: malayan:
angkutan pengumpul atay pembagi dengan cin perjalanan jarak sedang
kecepalan rata-rala sedang dan jumiah jalan masuk dibatas

Jalan Lingkungan/Lokal adalah systerm janngan (alan yang berluny
metayan anakulan setempatl dengan cin perjalanan jarak dekal, kecepatan
rala-rata rendah, dan jumiah jatan masuk lidak dibalast dan juga merupakar
jalan umym yang berfungsi melayani angkutan lingkungan

Jalan Khusus/Pribadi adalab jalan yang dibangun oleh snstansi, badan
usaha, perseorangan atau ketompak masyarakal untuk kepentingan sendins
yang belum diserahkan kepada pemarnntah anlara lan jalan i kawasan
pelabuhan, jalan kehutanan alan perkebunan jalan inspeksi pengairan
jalan ¢ kawasal ndusty jalan drkawasan pemukiman dan sebagainya

gt |




Bag Il
JENIS OAN GOLONGAN RETRIBUSH

Pasal 2
jemis Relnbas dalam pecaturan daerah o im lerdin dar:
2 Retnbus l2n Menginkan Bangunan
©  Retnbusiizin Tempat Pemualz n Minuman Berarkohnl
v Retnbust lain Gangguan
i Helnbusi lzin Usaha Penkanan

Pasal 3
Hetnbus) sebagamana dimaksud dalam Fasal 2 digolangkan pada Retibus
Fanzinan Tedeniu

Bagian Kesatu
Retribust iz Mendimkan Bangunan

Paragralf 1
Mama, Cajeh dan Subjik Retrubus)

Fazald
liengan nama retnbus izin mendinkan bangunan dipungul relnbusi alas
pempenan izin untuk mendimkan bangunan

FPuasal 5

(U0 Opyek retrthust iz mendirskan hangunan adalah pembenan tzin uniuk
menginkan suatu Dangunan

\2) Pembenan zin sebagaimana dimaksed pada ayatl (9} mehpub kegialan
prmnganan desar gan pemantauan pelaksanaar, pembasganannya agar
telap sesum dengan rencana lekms bangunan dan rencana lata ruang,
dengan letap memperhatikan Koshsien Dasar Bangunan (RDB) Koefisen
Luas Bangunan {KLB1 Koe'aes Kebnggaoan Bangunan (KKB) dan
PENIAWASAN DENQEURAnn Dar Junan yane mebpul pemedksaan dalam
rangka memenuh syarat keselamatar bago yann menempall bagunan
lersebul

(5 Mendinkan suatu banognan sebagarmana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelaksanaan pekeraan sobana banku)

mendinkan bangunan by bak sehahagar maupun selurghaya,

b omerombak bangunan lama bk seoahagqan maupun selusuhoya,
oomenambah pangunan lama

o merchubkanfmembonckar bangunan

2 omemDanoun nagarn

U membangun peralalan parke jAlan, sarana Slaragalic kreasi,

0 membangun pondas: mesin dat lin-lan yang sejems,

homembangun mbok penahan faoab lempat mencyos kendaraan dan

lain-lain seyemisnya,

1 melaksanakan galan unluk pemasancan pipa (ar gas, minyar), kabel
(istnk telepon dan sejenisnya)

yomemasang bang, menoara (lelopon hslok, towerimenara selular dan
sejenisnyal




ia)

[QB]

(2}

(n

(2)

t3}

(S}

Tidak termasuk obyek iRINbus sebagaimana dimgdeud pada ayat t1)
adalah pemuenan 10 untuk bangunan mikk Pemenniah alau Pemenntah
Daerah

Pasal 6
Subjek Relubust adalah orang pnbadr atau badan yang memperoieh 1zm
mendinkan pangunan
Wapb retnbust adalah orang pribade atau badan yana dwwapbkao untuk
melakukan pembayaran reltibust lermasuk pemungut alay  pemolang
retrbuse izin mendirikan bangunan

Paragrat 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 7
Tingkat penggunaan jasa retnbus izin mendinkan dangunan diukur gengan
umus ang didasarkan alas 13nf banguaan. jumiah hngkal bangunan
rencana penggunaan bangunan dan |enis konstiuks: sera kiasdikas
letakftokasy jatan temeat bangunan diditikan
Letak/okas |aian sebagaimana dimaksud pada ayal ¢ 1t akan diatur metatul
Peralyran Bupat
Faklor-faklor sebagaimana dimaksud paoa ayal (1) dan ayal {2) dibenkan
boboi {koefisien)
Besarnya koefisien sebagaimana dhmaksud pada ayal (3) dilelapkan
sebaga berkut:
a. Koehsien Luas Bangunan

N> Luas Bangunan Koetesien
1 ;Bongunanoonganmuldw'.'m’ 1.00 ]
| 2 ; Bangunan dengan luas s/d 250 m? 1.50
3 } Bangunan dengan luas s/d 500 m 7 2,50
4 Bangunan dengan luas s/d 1000 m? 3.50
§ ' Bangunan dengan luas s/d 2.500 m’ 4,00
Lé " Bangunan denjan luas /9 3000m? | 250
7, Bangunan dengan luas > 3 000 m’ 5.00
b. Koehsien Tingkat Bangunan
No ! © Tingkat Bangunan ' Koefesien |
1 ' Baagunan 1 lantai 1,00 ]
2 | Bangunan 2 lanta 1.50 !
"3 “iGengunan Saa [ Tase e !
4 Bangunandlanié | TEse
5 "Bangunan 5antaike His B Y
6 ToweriMenara Sellars 4 2om | 500
7 ToweriMenara Sellarsd 37 m | 600 |
& T owenMenara Seluiar's d 52m B
"9 TowerMunara Selular s 9 G/ m T E00
76~ Taaobinars Sekdrsd 7208~ | " T80
T T aweiManara Seidiar tebih dan 77 m” 1 Ti0.00




¢. Koefisien Guna Bangunan
Mo o Guna_ﬁangunan =i Koefesien
. 1 Rangunan Sosial R 0,50
2 Bangunan Huran 1.00
2 ' Bangunan Fasihtas Lmum ] o oado T
- 4 Bangunan Pendidk. n .00
< " 'Bangunan Kelembagaan / Kanter | 150
& I Bangunan Peraégva:n§a“n_ri;1_ri'f.‘;;é - - oD ]
7 ) Bangunan ladusin T 2.50
|8 Bangunan Khusus ' ST T
9 TBangunan Cammpuran ) 300 '
d Koehsien Jenis Bangunan
L No | Jems B'angun.an ) Koefesien
'_T'j'"ﬁgr}'n'ﬁéi? - oo .
2 ! Semi permanan o Q7o
3 pawrm ST es0 T
. Koehsien Kelas Jalan
TNe T Jens Bangqunan | Koefesien
T4 Jalan Protokoliilamalann s
2 Jatan Peaghohungfkalekio 1.50
T3 Jatan ingkungardokal -
_ "_4__!"I.ﬁ.’;ﬁ"khuEmé.?nrut.\acin . ! v

Tant banguan dilelaphan serpgam ualgk elap banguran sebesar Rp
2 000 - kecoab menara s2lilor ditzlapkan sebesar Rp 10 030 -

Paragrat 3
Frinsip dan Sasaran Penetapan Tanl

Pasal 8
v Prinsip dan sasaran galam penelapan faaf Rolnbugs s2zin Mendinkan
Bangunan didasarkan pada luuan unfuk menulup sebagiaa alau se luruh
iaya penyelenggaraan pambanan izen
(M Biaya penyelengnaraan pembenan zin sebagarTana dimaksud pada syat
(1] mehpul penrerbilan dokumen 2in, pengawasen dilupangan penegakan
hekum, gesalausahain dan taya dampak nacalf dan pembenan 1zin

1ersehul

Paragraf 4
Stiakbur dan Besaran Tand

Pasal 9
Hesarnya oelnbuse gin mendinkan pangunan ditmung  berdasarkan  hasil
peikalan koghsen-kpefigen schagamana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
nurul & hured b, hurat ¢ hurabd horat e tand banounan sebagaimana dimaksud

pada hurut f dan luas banqunan per meter buwr sannkar

-




Pasal 10
Khusus unluk pemasangan pipa dan pemasangan hang (ielepon. lisltik
pemancar racdio dan sebaganya} besafnya retribust g mengdinkan bangunan
gnetapkan sebagal berikut

5 pemasangan pipaan 07 5 4 . Ry 700,01
b pemasagan pipa ar ¢ alas 4 Rp 900 -iMY
¢ pamacangan pipa minyak / gas Rp 2000 </
d pemasangsn kabellKawnt L sk bawah lanah Rp 2,000, . hA*
e pemasangan kabeliKawal Listnk o atay tanah Rp 3 700, M
! pemasangan kabel/Mawal Telepon bawah lanah Rp 1350, 0
g pemasangan kabelKaw Telepon g alas tanah Rp 2.000,-147
n pemasangan hang (telepon. stk dan lanmya) ’

alletapkan sebesar R 100 000 fuang
| permasangan  menaia radio  (ditiung herdasarkan
kelinggian menara) R 20 Q00 -

Paraqral 5
Sani Retribusi Terbiang

Fasal 11
Saal retnhust lgrutang adalah saal dietaphannya SEIRD atan gokumen L
¥aQ GINRISAMa .an

Pa-agral 6
tasa Berlakunya n

Pasal 12
tasa 12 adalah beriaky selama Dann nan rmasih berghn bdak Datubah bark
bentyk maupun uas bangunan

Paragrel 7
Sankss dan Larangan

Pasal 11
{1 Setap wajc retious) sebelum mendin 0 pangunan wank terdatuh dahulo
memilikizin mencinkan bangunan
{7y Pelarggaran lerhadap ketentuan sebanmmana dinaksud delam ayal 1
uapal dilakukan generiban aleh Pameneian Kabupalen Samost

Bagian Kedua
Relribusi lzin Tempat Penjaalan Minmnan Beralkohol

Paragral 1
Hama, Objek dan Subjek Retribus

Pasal 14
Dengan rama Retntn s fzn Tempat Penalan Minurnan fecakohal dipurmgo!
retnbusl alas jasa dan fashitas pemberian gin pemualan munuman beralkohol
yang dlentukan oleh pemenntah dagrah

0




Pasal 13
Obek Retnbuse 120 Tempat Penualian Minuman 3eralkahol adalah peinbenan
rei pntuk melakukan gemualan minoman boeralkobol desogio empat letenty

Pasal ik
11 Subek retnbusi adalah orang pribadh atau badan yang memperoleh 1zin
Tempal Penjualan Minuman Beralkohol dan Pemenntah Daerah
12y Wapb reinbusi adalah orang prbadi atau badan yang diwapbkan unluk
melakukan pembayaran relnbusi termasuk  nemungul alau pemotong
refntus izin tempat penualan aungman beralkohol

Paragral 2
Card Mengukor Tiagkat Penggunaan Jasny

Pasal 17
Latd mengukut bogkal penggunaan asa elnbys o tempat pzmualan
rrnuman Reralkonon adalah berdasarkan gems. lempatflokas dan wakiu
peEmualan

Paragral 3
Qriasip dan Sasaran Penctapan Tant

Pasal 18
Pringp dan sasaran dalom poenetanan land reinbus 2 penpualan menuman
heralkohol digasacrkan pada tujuan unlyk menutup sebagian alaw seluruh btaya
penyolengaaraan pembenan zin

Paragraf 4
Seearat Mendapalkan bzus Tempat Peojoalan Mouman Beralkohol

Pasal 19
sehap orang alau bacan yang akan melakukan  penjualan minaman
berakaohol waph mendapatkan nn dan Bupah
Ipn sebagaimana thmaksud pada ayal (1) Gerlaku unluk [angka wakty 1
isatu) Tahun
Selap wapb relnbus unluk mendepatsan 12an Tempal Penualan Mingman
Fearalkohnl wank
A Membuat sur. permohonan bermeterg cukup vang diujukan kepada
Bupatr Samosi melaln SKPD dengan melamprrkan  persyaralan
sebagal benkot
1 Sural penunukan lannsung dan sub distinbutor sebagar penjual
langsung
Rekoiagndas: dan Damat
SIUF dan/atau sural gin us:ha ielap holel tintang 34,5, alau
sural n usaha restora sy dergan tanda tafam kencana dan lalam
sataka surat nn ysaha bar, pub atau klab malam,
Fato Copy pin gangguan khusus minwnan beralknhol,
Fas photo ukuran 3 x4 sebanyak 2 (dua) lembar,
Frtocopy KTF yann imasih barlaky sebanyak 2 (dua) lembar,
Bukt pelinazan pembayaran PBEB tahun berjalan,




b Membayar relnbuss o fempal peernalan mnuman heratkahol yang
dilelapkan dengan sual kelelapan relnbus: daeiah {SKRD) gan wurat
seloran retrbus dizezn  GSRO} sebagu Alat bulh pembayaran

Pasal 20
{1} Pecpamarigan izin lempal penuatan miaman e atkrhnl hary inalengk g
persyaraan ¢an metampirkan sabana enkul
A mengs Surel Pemberitahuin Retnbusi Dagral (S TRDY,
serufikal win ash unluk dilegalise sebagal landa sudah dudafar utang
tolo copy KTP yang masih berlaku ebanyak 2 {dua) lembar,
Bukir pelunasan pempayaran PBB lanun berjalan
sural Keleranoan dan Kepala Desallurab batwa kegiatan masi

perlangsung yang dketahu Camal
Merrbayad retnbust 120 tempat penjualan minyman beralkohol yany
ditelapkan oengan Sural Ketelapan Retnbus: Daerah {SKROD) dan Swral
Setoran Retnbus Dacrah (8SRD) sebaga alat tiskt pembayaran

Paragraf 5
Struklur dan Besarnya Taril

Pasal 21
Sirukiur besarnya tanf Retnbust izn Tempal Pemualan Minuman Beralkohol

diletapkan sebagar beakin
a  Untuk minuman beralkohol golongan B dan C dimiaum di
1ermpat penjualan
| Hoplel Berointang 3 4 gan 5 sebesar Rp 500 000
2 Resloran dengan landa latam %encana dan selaka sebesar Rp 400 000
3 B:: Pubdan Club malam dan sejenis sebesar Rp 375000
& Tempal lertentu yang dirzinkan gleh Kepala Daerah Rp 300 000 -
Untuk mnuman beralkobol uniuk dijual secara eceran dalam
kemasan
{  [nioko sebesar Rp 200 GO0
1 [ Pasar swalayan dan sejemsnya sebesas Rp 200 000

Paragral 6
Masa Retribusi ¢an Saat Retnhus, Terhulang

Pasal 22
tlasa Retnpus 120 Tempal Penualan Minuman Beralkohol adatabh 1 {satue

Tanun

Pasal 23
Saal refribusi lerutang adalah saalb ditetapkanaya SKRM alau dokumen L
yang dipersemakan

Bagian Keliga
Retnbus lnn Gangguan

Paragral 3
Nama, Objek dan Subjek Relribust




Pasal 24
Dengan nama Retnbuse lzn Gangguan dipungut relnbus) sebagal pembayaran
atas pelayanan pembenan 1zin gangguan untuk lempal usaha yang dapat
menimbulkan hahaya kerugian dan gangguan masyarakal serla kelestanan
hnakungan

Pasal 25

{1y Opek  Retrbuse  lzin Gangguan  adalah pembenan <zin lemipal
usahalhegiatan kepada crang pabadi alav badan yang dapal memmbulkan
ancaman bahaya kerugan dan/alau gangguan, lernasuk pengawasan dan
pengendalian kegalan usaha secdra lerus-menerus untuk  mencegah
lenadinga  gangguan keleriban, keselamalan  alau kesehatan umum,
memeithara keteriban innxangan dan memensho norma keselamalan dan
ke sehalan kena

(20 Tidax termasuy objek Kelnbus sebagaimana dunaksud pada ayak (1)
adalah lempal usahalkematan yana telah dieniukan oleh Pernenntah atau
Pamennlah Daerah

4 Pembenan qzn mehpul kegiatan peainiauan lapangan agar usaha yang
dlakukan telap sesud dengan veleniuan amdal dan Feraturan Perungang-
undangan yang berlako seda hdak memmbulkan bahaya  kerugian dan
Hanaauan masyacakil serla koieslaroee limnkcergan

Pasal 2f
Subpgk Relnouss adalah arang poosad sl agdn p0og o maparoleh ann
Aangguan dan Pemtenntan Daeoah

Paragraf 2
woiotian anddan Syarat Pengajoan Fermohonan

Pasal 27
11 Sehap orang alau badan yang mendiekan alao memperiuas tempat
usahanya ¢ lokas lerlentu yang gnpal memmbulkan bahaya kerygian dan
qangguan. hidak termasuk tampal usaha yang kasinea telah ditunjuk oleh
Famenntan Pusal dan Pemenntah Cacrgh, dewapbkan mamilike 1z
Gangguan
vF Bag sehap grang atau badan yang akan mendimkan, memperluas alau
mendaflarkan ulang dmana usahanya berpotens hmbah pencemaragn
diwapbkan melengkap dengan Anshsa Mengenar Rampak Lingkur gan dan
urluk  non lmbah banan beracun,  berbahaya  wapb melengkam
dokumennya dengan Upaya Pengelolian Lingkungan (UKL dan Upaya
Femantauan Lingkungan (LUPLY

Pasal 28

(1) Syaral-syaral dan tala cara pengauan permoncnan azn berdas irkan
Undang-Undarg Gangguan (UUG) bag perorangan diatur lebnh lanjul
dengan Peraluran Bupat

{2} Syaral-syaral dan tala cara pengajuan permohonan izin berdasarkan
Undang-Undang Gangguan (UUGY bag perusrhaan-perusahaan yang
beriowas di luar kawasan induste mengikul kelenluan Peraluran Menteno
Datam Meagen Momaer 7 Tabon 19593 ientzng lon Mendinkan Bangunan dan
lzin Undang-Undang Gangguan Bag Perusahaan,

13 Masa lzn adalah selama 1 (satu) Tahun




ol GiE

93]

12)

(2)

o)

Paragraf 4
Cara Menqukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

Tingkat pengguiaan jasa 0 gangguan diukur dengan fumus yang
didasarkan atas lakior lanl lingkungan, wideks lokas:, indeks gangguan
{uas ruang lempat usaha dan Inggks Jers Usaha yang diberikan dengan
pobol fhoefisieny

Khusus untuk perusahaan jasa konstruksi, indeks Jems Usaha lidak
dgiielapkan dalam bentuk koelisien telap ditetapkan dengan harga konslan
perdasarkan jenis usaha |asa konsiruks: sebagac berkul

a Besar o Rp: 3.500.000 -

bt Menengah Rp 2500000 -

¢ keo! Rp 1,500 000.-
Paragral 5

Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tanl Retribusi

Pasal 30
Prinzp can sasaran dalam peoelapan tanf 1zin gangguan didasarkan paca
fupsan wniuk menytup sebagan atau seluruh biaya penyelenggaraan
pembanan 2o ersebul
Biaya penyel 'nggaraan pembenan 1zin sebagamana dimaksud pada 3yl
{1} melp-h penerbitar dokumen 120, pengawasan ¢ 1apangan, penegakan
hukum  penalausabaan dae biaya dampak negalil dan pembenan zin
tersebu’
!

Pasal 31
Struklur dan besarnya tard Relnbus bz Gangguan adatah sepaga beokesl
a  Lingkungan Inqusin

1 Luas 25 M’ ke bawah besar [anlia Rp.2 oo M
2 Luas 26 s/ 100 M7 Rp2oh0
3 Luas 101 M2 Sun W Rp.d Thty A
4 Luas 501 s4d ) 00 MY Rp 320 i
S Luas 1001 keaas ST I S AT 8]
b Lingkungan Pertoknan gon Pasar
1 Luas 25 M7 ke bawah besal 'x " v Rp 2 20t
D Luas 26 sfa 100 M fp 2 600
3 Luas 101 M H00 MY Hp 3 Gon i
4 Luns 500 §fd 1300 &Y Rp 3 500 /W)
5 buas 1001 kealas Rp 4 000 M
¢ Linaknngan Perguidangan
1 Luas 25 W7 ke Dove 1 besSe s lant g Rp 2 oo it
2 Luas 26 sid 100 W Rp 2750 /M
3 Luas 101 M2 500 K Rp 3 250 A
4 Luas 501 sfd 1 oun Rp 3 750 I8
v Luas 1001 kealas Rp 4 250 Ay

®




Lingkungan PermygkimanGesia,

1

Luas 20 M ke bawah basar tantnys Rp 2 750,147
tuas 26 s/d 100 M- Rp 3000, 447
Luas 101 M2 500 M Rp 3 500 4w’
Luas 501 s/g 1 Qo M’ Rp 4 000,k

Luas 1001 kealas Rp 4 5OC -7

Lingkungan Prrkanioran

Luas 25 0 ke bawah Desar (a0 nyy Re 3 000,67
Luas 26 sig 100 M Rp 3 250,047
Luas 101 M2 500 M7 Rp 3 750"
Luas 501 =/d 100G 17 Rp 4 250,501
Lwds 1001 kealas Rpd 750 i

Besarnya relnbusi yin gangguan divitung dengan menggunakan rumus
sebagal henkut

RIG
RIG

(TLx 1L x G x 0 x LTI

Retnbust lzin Gangguan ada'an jum'an biay a retnbusi pembernan

12 gangaean yang harus dibayarkan sepada Pemerntah

Cacrah

Tanf Lingkungan adalan besarnya punautan por MY dan luas

ruang usaha yang melput sangunan terlidup maupun terbuka

SE5U dengan sandisi ingkungan

Inoeks Lokast adalan ancka ndcks yvang didasarkan pada

wdasvklasifikas jalan lengan paramete

a4 Penggunaan Pararan Danag Taba 4
datan WamaiProlekollanen dergan tia 3

Jalan SekundedPenghubung dengar nilan Z
5

Jalan LokaliJalan Lingkungan deagan milal 1,
Jalan Khusus/pabach . 1
Indeks Gannguan adalah angka indeks besar kecinya gangguan
¥or Aimbeiks s tieh regatan Liaha dengan parameter
a Gangguan  Besar  (Industn Farmas,  Indusin
Periambangan. tndusin Penkanan) dan jenis lannva
dengan milai
Ganggquan Menengah  (Kontrakior Leveransir,
Perdagangan) dan jenis lainnya dengan nilai
Gangguan Kaeol {home indusin dan kerapnan tangan)
dan jers larnnya dengan mila
Luas Ruang Tempat Usaha
Indeks Jems Usaha dengan parameter
Jasa kevangan dan usaha lan Lejenis
Industes dan usaha lan seens o
Per¢agangan gan Gudang dan usaha lam sejems
Usaha Parwisata dan usaha lain sejens
Agrobismis/Pertaman/Penkanan/Poternakan dan vsaha
lun sejens

Ketenagakeraan dan usaha s sejems




Paragral 6
#asa Relril.usi dan Wilayah Pernungulan

Pasal 32
Miasa Relabos aon Ganyguan adalab 1 sals) tahun

Pasal 3}
Felnbust yang lerulang dipungut ¢ wilavalk daeran lempat sin gangguan
Siberikan

Bayian Kegmpal
Retribusilzin Usaha Pernkana.

Paragraf 1
Hama Objek dan Subjek Retnbog

Payul 34
Nengan nama Retnbus 12n Ls: ha Peddanan dipunims Hetobus 2185 jasa dan
fzsalilas yang disediakan aleh pemenntah dosnsh

Pasal 35
(1) Chpek 1 einbus ey Uisaha Penkar an sdateh pembesan wan kepada oranng
pribach atau padan untuk melakukan keqmian ysaha penangkapan dan
pembudidayaan ikan I
120 Dikecuabkan dan pengenaan etrbus oo Usang Penkanan sebagaman
dimzksud ayat {17 adalahy bag nelayen hell nanfalau pembudidays kan
kacil

Pazsnl 36
Sumek ratnbuse adalah orang pobadh slau badan yang mendimkan unat,
nenkanan

faragral 2
Tata Cara Perzman Usaha Pecikanan
Pasal 37
Tata cara mendapatkan lzin Usaha Perkanan adalah seban.a benkul
a Menggukan Sur: ! Permohonan {zin dengan materal fukap yang diupus an
kepada Bupali melaiu SKPD dengan melampukan
1 Pas Pholo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
2 Folo Copy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 lembar
3 Folo Copy Akle Pendinan Perusahaan bagr yang berslalus badan
usaha:
Folo Copy NPWP sebanyak 2 Lembar
Folo Copy Surat Alas Hak Alas Tanah uniuk SIUP Budidaya,
Surat Keterangan Kepala Desallurah selempal,
Rekomendaw lekmis dan SKPD Takm? Kabupaten Samaosir,
g Tanda lunas pembayatan Pajak Bumi dan Bangunan
bt Mengisi Surai Tanda Bukt Pembayaran Retnbus Daerah (STEPR(D)

Paragraf 3
Lokasi Penangkapan dan Bagan

\7




Pasal 18
{1 Lokas) penangkapan kan pora-pora adalan pada daeraby  Zonase
parkanan yang ditetapkan oleh Bupal aengan s aat sebagat bertied
a Jarak dan panta' minimal 50 meter dan maksimal 100 meler dan Posis
mengikuli alur gans pantar
s Dularans, menempatkan bagan para-pora d areal muara sunga dalam
radius 500 meter darn muiara sungan,
¢ Jarak antar Bagan penangkapan muumal 50 metes,
d  Ditarang menangkap han pora-pora diahran sunga
(2} Tdak boleh mengganggu jalur perhubungan kawasan panla) panwisala
f@n peEngaunGaan DeEan ey

Farageal 4
Alat Tanghap dan Syarat Teknis yang Diperbolehkan

Pasal 19
{1y Alat 1angkap peokanan yang diperbolehkan d Danau Toba adalah
Fancing. Janng nsang (Dotan) Dubu Jala, Sulangat dan Bagan Pora-
Poca
i Ukuran alat tangkap yang dpeebnlehhan adalah

o Pancing Semua Ukutan

b Janng msang Minimal 1 Ine

¢ Bubu Kerapatan noeamal 15 cm
0 Jala Kinumal 1o

= SulangatiAnce Semua ukuran

I Bagan Pora-pora dengan ukuran luas maksomal 225 M-
(31 [agan pora-pora harys memenuh syaral tekms sebagan benkul

a  Ukuran mata janng mimumal 1 mehn,

o Jarak dan pantar mirimal 50 metar dan maksimal 100 meter,

o Jarak anlar Bagan mimmal 50 meter,

i Penggunaan arus Gstnk maksimal 1000 wall dengan persyaratan
inslalas: harus memperolen rekomendas: dan PT PLN

o Penggunaan bagan pora-pora datus pada 2ona perkanan yang sudah
ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupatr

Paragral &
Atay Tangkap yang Tidak Diperbolenkan

Pasal 40
ST Alar langeap penkanan yang bdak operbolehkan adalab gukar frawd,
janng kantong, bahan kirma, bahae peledak alal hsiny
231 Alat tangkap penkanan yano dijunakan harus bercin teknologr raimah
Iingkungan sera dapal men@oa kelastanan populas tkan

Paragral 6
Ukuran bken yanng Boleh Ditangkap

Pasal 41
Vi aelain akan fucat fambursakl ddatang menangkan angk-anak kan A
tawar untek ujuan kamersib aaniatad Konsums
VO Anak-anak kan air lawar sebanaumang dmaksad bada ayal (1) adalal
yang berukuran dibawah & cm




Paragral 7
Crra mengukor Tingkal Penggunasn jnsn

Pasal 42
Cora merguku penqguaaan jasa 1zm ysaha perkanan dirkur herdasatkan fuas areal das
jangiea wakly

Paragral 8
Prinsia dan Sasaran dalam Fenetapan Struktor
dan Besarnya Tarif

Pasal 43
Frinsip dan sasaran dalam penelapan struktur dan besarnya tanf untuk menutup
sebagan  atau  seluruh Biaya  pembinaan,  pengaturan. pengendalian
pengawasan terhadap usaha penkanan

Paragral 8 ;
Struklur dan Besarnya Tanl Relnibusi

Pasal 44
Shuktur gan besarnya tanf retnbusi adalah sebagar benkut
a .2 Usaha Penkanan unluk usaha pembudidayaan kan dietapkan pier
tahun sebagal benkut
t Usana Pembudidayagn kan dengan Keramba lancap
dan Keramba Janng Apung dr PEf2IFSN Umuim Rp 2 000
Usaha Pembudidayaan Ikan dv Arr Desas Rp 500 N
Usaha pembanhan lkan dengan kapasitas (- xluks
sampa dengan 1 jula ekor o 300000 Uk
Usaha pembenihan (kan dengan kapasias maiuks
diatas 1 juta ekor Rp 750 Q00 e
Besarnya Relrbusi Usaha penangkapan lkan dengan Gagan langk.ap
ditelapkan sebEsar Rp 3000 im

Paragral 10
Masa Relribusi dan Wilayah Pemungutan

Pasal 45
rasa Relnbus lzin Usaha Penkanan adalah + (satu) lahan

Pasaldb
Fetnbneg yang ter fang dipongud diwilayah daerzh fermpat diterkannya e

BAB 1l
INSENTIF PEMUNGUTAN

Fasai 47
instans) yang melaksanakan permungulan relnbuse dapal diben wsanif
atas dasar per capaan kinena lertentu
Pembertan mserhl sebagaimana dimiaksud padn ayal (1) dietapkan
melalur Angaaran Pendapatan dan Belanja Dietah
Tata cara pembenan dan pemanfaatan insenbf sebagaimana hmaksud
pada ayal 11 dalw dengan Peraturan Bupan dengan mempednomann
Paraturan Pemenniah

&




RAB IV
S¢ WSl ADMINISTRAS]

asal 48

Datam nal Wayb Retribust beak membayar epal pada wakiunya alau kurang
maembayar, dikenakan sanks: adnunstras: berupa bunga sebesar 2% (dua
porseny selap bulan dan retnbus yang tenstang alan kurang dibayar dan ditagih
dengan menggunakan STRD

12
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EEY=RY
TATA CARA PEMIATARAN

Pasal 49
Retrnbus dipungul dengan menggunakan SKR ataw dokomen lain yang
dipersamakan
Dokumen lan yang dipersameakan sebagaimana dimaksud pada ayal (1}
dapat berupa karois, kupan danfatau karu langganan
Wagh Retnbusi membayar lunas retnhuss terutang pada saat SKRD atau
dokumen lan yang dipersamaxan dilerbilkan
Wiapt relnbuse melakukan pombayaran stau peeyelgran retnbust yang
lerutang ke Kas Daerah atau lempal pembayaian lain yang dielaph n
oleh Bupat dengan menggunakan S5RD
S8R0 diberkan kepada Wapns Rulibusi sebaga tanda bukth pembayaran
atay penyeloran retnbus
Apabila berdasarkan nasil pemenksaan dat dlemakan data baru danfatau
data yang semua belum 12rungkan van g menyatabkan penambaha
jimlan relnbust yang terhutann maka gikeluarken STRD
Ketenuan labih laoul mengenan hentuy s serla 1ala cara penerbitan dan
penyampman SWED ataun dokumen lanaya yang dipersamakan, STRD
dan SSRD sebagaimana cimaksug pada ayal (1) (2) (5] dan 13) dalur
dengan Peraturan Bupah
Ketentpan letib lanutl mengena tals cara pombayaran penyeloran dan
lempal pembayaran retrbus: diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI
TAaTA CARA PENAGIHAN

Pasal 50
semuuat sural legudan ataw surai poongalan alau sural lain yang sgjems
sebagal awal indakon pelaksanaan penagihon retnbus yang dingluarkan
satelah 7 (lwjuh) han sejak [atuh lempo pembayaran
FPenagihan jangka waktu 7 (tuuh) han Lelelah tanggal sural leguran alau
penngalan atau sural lan yang sepens disampaken Wapb Retnbusi harus
melunas relnbusinya yang enlang
Sural teguran alau swral senngalan alau surat lain yang SPens
sebagamana dimaksud pada ayal {1) dikeluarkan gleh Bupal atau pejabal
vang dihunuk

BAG VIl
TATA CAITA PENGURANGAN, KERINGANAR.,
PEMIEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUS!
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Pasal 51
Bupali dapat membenkan penguwrangan, kernnganan pempebasan dan
pembatatan retnbus
Tata cara pembernan pengurangan kennganan pembebasan dan
pembalalan reinbus seobagaimana dimaksud ayal (1) ditelapkan deripy!
Petaluran Bupab

BAB Vill
KEDALUWARSA

Pasal 52

Hak uniuk meskukan eenaghan Relnbus: meniad: kedaluwarsa selelan
melampaus wakty 3 (liga) 1ahun terhiung sejak saat terutangayad Retabus
kecual yika Wajib Retpbus melakukan tindak pidana o tvdang Retnbus:
Ki daluwarsa penagihan Relibusi sebagairmana dimaksud pads ayal (")
tenangguh jka
a dilerbitkan Sural Tequian. atau
b ada pengakuan utang Retnbuse darn Wapd Remibus bak {angsung

naupun hidak langsung
Datam hal diterbitkan Soral Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (L)
nurof a, kedaluwarsa penagihan dihtung sejak langgal dinenmanys Sural
Teguran lersebul
Pengakuan uli 19 Relobus secara langsang febagaimana dimaksud paisa
ayal {23 hurul b ardalah Wajb Relnbus: dengan kesadatannya menyatukan
masit merr punyac ularg Relabus dan belge melunasinya  kepac
Peme-intah Daeran
Pengakuan utang Retnbus secitad idax langaung —ebogawmpna dimak sl
pada ayal (2) hurul b dapz! dikelahor dan pengapuan  pennohon. .
angsuran ataw penundz an pembayaro an perrmehonan keberatan ot
Wab Retnbusa

Pasal 53
Putang Retobust yang bhdak mungkn cilawph Lage ¥isreni hary it b
melakukan penagihan sudah kedaluwarza dapat nihapusy an
Bupall menetapkan Keputusan Penghapusan k- .ang Retnbuss yanqy
sudzh kedalinwarsa sebagaimana dimaksud pada syt (1)
Tata cara penghapusan pitang retabusi yang siidah kedaluwarsa gl
gengan Peraluran Bupst

BAB (X
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAANM

Pasal 54
Bupak berwznang melakukan pemenisaan untuk menquy kepatuhin
panzauhan kewapban relribugt Jala- rangka rnelaksanakan perstucan
perundang-undangan rclribuse
Wajio Retribus: yang diperksa wajib
a  memperlhalthan danfatay memniamkan buku alau catatan, dokumen
yang menjad: dasaraya dan dokumen lain yang berhubungan cengan
objek relnbust yang lerutang

>
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b membenkan kesempatan unluk memasukl lempat alsu ruangan yang
dianggap perlu  dan  membpenkan  Lanluan  guna kelancaran
pemenksaan danfatou

¢ membenkan keteranaan yang diperlakar

Ketentuan letih lanpal mengenar laia cata pemenksaan retnbus) dialur

dengan Peraturan Bupal

BAaB X
PERUBAHAN TARI RETRIBUS'

Pasal 55
Tani retrcbus: ditnjan kembah paling lama 3 {higa) tahun sekal dengan
memperhatkan indeks harga dan perkembangan pesrekonomian
Penetapan perubabian tanf reinbuy ditetapkan deagan Peraturan Bupal

BaB Xl
PERAN MASYARAKAT

Fasal G

Dalam selap tahapan dan wa lu penyelenggaraan penainan, Imasyarakat
parhak mendapatkan akerss informas dan akses AISIPAsH
Akzes informas: sebagaimana dhmaksud pada ayat {11 mehpul
a ahapan dan waklu dalam proses pengamibnan kepulusan pambenan

1z, dan
b rencana kegiatan danfalan usaha dan perkiraan dampakaya terhadap

nghungan dan masyaranat
Akses partbsipas sebagannana imaksud pada ayal 11y mehph pengajuan
pengaduan alas keberaian alav pelanggaran penzinan danfatau kerugian
akibatl keqiatan danfatan usaha
Pembanan akses partisipasr sebagamana dmaxsud pada ayal (3
diberikan mulal dan proses pembenan penzinan  atay selelah penzinan
dikeluarkan
Pengaduan sebagamana drmaksud pada ayal {3) hanya ditenma pka
herdasarkan pada fakla atas ada alau loaknya gangguan  yang
dinmbuikan kegiatan usoha sebagaimana datur
Kelgnluar pengajuan atas keberalan atau pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayal (3] berdasarken kelenluan peraturan perundang-
undangan

BAB X1l
PEMBIMAAN DAM PENGAWASAN

Pasal 57
Bupall  berkewanban  metakukan pembinaan  termasuk meligub
pengembangan sislom lekrnlone sumber daya manusia dan janngan
kena
Dalam melaksanakan pombinian sebagimana dimaksud pada ayat (1)
Dupat dapal mendslagasikan kepaids peabal atau SKPD vang di'unjuk

sgsual dennan lWiGoes pknk dan funasinya




Pormibinan 1 sebagannnea chitd wsed pada wst 0 sesual kebetoto
daeratr yang mealsla
4 koorduns socara barrkala

pambetan bunbingan suneeds Fonnnlle

b
© pentiowan pElalthan prinag mwigore dan
d

paiencanaan  pesehlinn, pengemi.ingnn Petardpnadn dan e e e
pelaksanaan pelaydnan penzman

Pasal 58
Pergawasan  dilaksanakan  terhicday prosaes pumbanan e o
palaksanaan 120
Pengawasan terhadap proses permbien o e ongswnsl difakuksan
aleh SKPL) vang lugas dan langgurg piwabingd 4 tding pengawasan
Peagawasan tedhaday palaksanas o rhtakyran nlgh SKPD teki.
2o a1 dae Satunn Polia Pamong Praga

BAB XN
KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

Wwaph  fRetnbvs cang baak mmelrkisanakin bewgphanaysg o selinag
merugkan keyangan dagrah Gane in pdana kotungan paling loma
{iga) butan atau denda palag benyak 3 (hga) kab miah retribus tertang
Pelanggean sebagamana dimaksud ialmn ayat (1) aclalah indak ¢nda
pelan jgaran

Derda sebagarnana dimaksud dalarn ayat (1) merupakan penesman.
neqara

BaB XV
PENYIOIKAN

Pasal 60
Pejabat Pegawa Negen Siplh lerlentu o ingkungan pemenntah dagra
diven wewenang khusus sebagar penyidik unluk melakukan penyidiknn
undak pidana ot Didang perpatakan daerah atau refnbuss sebagmrnians
dimaksud datam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 1entang Hukum
Acara Pidana
Wewenang penydik sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah
a menenma, mencar, mengumpulkan dan menglil kelerangan alau
laporan berkenaan dengan hndak pidana di bidang retribus) daeqan
agar keterangan atau lapotan lersebul menad: lengkap dan jelas
menell;, mencan gan mengumpulkan kelerangan tersebut menjad
lengkap dan |eias mengena: otang pribadr atau badan lentang
kebenaran perbuslan yang dilakukan sehuburgan dengan lindak
jdana d bidang retribusi daerah,
meminia kelerangan dan bahan bukli dan orang pribadi alau badan
sehubungan dengan indak mdana di bidang relnbusi daerah,
memernksa buki-buku calatan dan dokumen lain berkenasn dengan

7h

tmdak pidana dr bidang retnbus) daecah,




V31

@ melakukan  pengoeledahan  umuk  mendapatkan  bahan  bukn
pembukuan, pencatalan dan dokumzn-dokumen lain serla melakukan
panyitaan terhadap bahan bukl lersebut,

f meminta banluan lenaga ahl dalary rangka pelnksanaan lugas
peyidikan indak pidana di bidang relnbus daerah,

g menyuruh berhenli, melarang seseorang meninggalkan ruang.n alau
tempal pada saal pemenksaan scdang herlangsung dan memernksa
denblas orang danfatau dokumen yang dibawa sebagamana pada
huruf o

n o memotiel seseorang yang berkantan deogan hndak pdana renbusi
daerah

. memangal orang unluk mendengarkan kelerangannya dan dipenksa
sebagai lersangka alau sakso

) menghentikan penyidikan

k  melakukan tindakan lan yang porlu untuk Felancaran penyidikan

Penyidik sebagamana dimaksud pada ayal (1) membentahukan dimana

dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada

penuniul umum -2sua dengan ketentyan yang diatur dh dalam Undang-

{ndang Nomor # Tahun 1281 tentang Hukum acara Pdana

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Mirngan berlakunya Pergluran Daciahone maka

o

Peraturan Daerah Kabupaten Samost Nomar & Tahun 2003 entang
Retnbus lzin Mendinkan Bangunan

Feraluren Daerah Kabupaten Samosr Nomor © Tahun 2005 tentang
Qetnpus lzn Usaha Industn. Perdagangan, Gudang den Tanda Datftar
Ferusahaan,

Perauran Dasrab Kabupoten Gamoesy Womor 17 Tahun 2005 tenang
Retnbust lzin Tempat Pemualan Minuman Beralkahol

Paraturan Daerah Kabupaien Samosr Nomuor 1% Tahun 2005 lentang
Retnbus Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik,

Peraturan Daerah Kabupaten Samosr Nomor 22 Tahun 2066 lentang
Retnbus 12in Gangguan,

Pocaturan Daecab Kabupaten Samost Nomer 2 Tahun 2007 lentang
Remnbus [z Usaha Perbengkelsn Keznderan Bermotar,

Peraturan Daerah Kabupaten Samosit Noraor 4 Tanun 2007 eniang
Fetnbust lzin Pembuangan Limbah Car

Poralurar Dasrah Kabupaten Samosir Nemor 6 Takun 2007 [eotany
Relribus lzin Usaha Membuka Kolam pombenhan than Kotam Air Deras,
Kndam Aur lenang Keramba tannn Apung dan Keramba,

Peraturan Daerah Kahupatess Samnse Nomor @ Tahon 2007 tentang
Fetrnbus: lzin Mengaah Kerangka dan Memckamkannya kembal,

Paraturan Daerah Kabupate 7 Samesd Momor 10 Tanur 2007 tentang lzim
Usaha Peaambangan Batian Galan Golengan G

Peraturan Dasrah Kabupalen Samose Nomor 12 Tahun 2007 tenleng
Pembenan l2in Usaha Jasa Kanstrukon




I Perat.iar Daerah Kabupalen Samosa Nomor 13 Tahun 2007 temang Lo
Usaha Pengqibngan Padi Huller, Penyosoban Buras dan alal Mesn
Pertaman

m Peralyran Dacrah Kabupalen Samosit Nomor 14 Tahun 2007 tentanqg
Retnpust 12in Usi.ha Rexreas dan Hiburan Umum,

a  Pecaturan Daerah Kabupalen Samosir Nomor 6 Tahun 2007 tentang 17
Usaha Angkutan Sungar Danau dan Penyeberangan
dinyalakan dicabul dan idak berlaky

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62
Hakhal yang belury diatur dalam peiaturan daerah i sepanjang mengen.o
pelaksanaannya akan datur kemudian dalam Pesaturan Bupan

Pasal 63
Peraturan Daerah ini mular berlaku sejak 1anggal diundangkan
Agar setap oOrang mengetahuinya, memenniahkan pengundany.a
Peraluran Daerah i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Samosit

Ditelapkan di Pangurutan
pada tanggal 27 Desembei 2011

BUPAY) SAMOSIR,
Cap!/Dto
MANGINDAR SIMBOLON

Dwndangkan di Pang aruran
pada tanggal 27 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUFATEN
Capidio

ir. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP, 19570622 198602 1005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TARUN 2013 NOMOR 43 SERI C NOMOR 41




